
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdaulat dimana wilayahnya 

terbagi dalam Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dewasa ini perbincangan tentang 

otonomi yang diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia 

khususnya di Provinsi Lampung masih terus berlangsung dan mendapat perhatian 

yang serius oleh berbagai elemen masyarakat. Provinsi Lampung yang terletak di 

Pulau Sumatera sebagai bagian dari Republik Indonesia telah menjalankan 

otonomi tersebut hingga sekarang. 

 

Otonomi daerah yang diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah memberikan 

kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola pembangunannya. Untuk 

itu daerah harus berupaya dan berusaha meningkatkan kapasitasnya agar dapat 

mengelola pembangunan secara baik. Hal itu semakin menjadi penting karena 

disadari bahwa sentralisasi selama ini telah menciptakan ketergantungan daerah 

kepada pemerintah pusat sehingga tidak mampu meningkatkan kapasitas 

pemerintah daerah. 



 

Konsekuensi dari pemberian kewenangan atas otonomi daerah, maka pemenuhan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam penjelasan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengantikan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004  tentang pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa (1) untuk 

meyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab 

diperlukan kewenangan dan kemampuan sumber keuangan sendiri yang didukung 

oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara 

Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem 

pemerintahan daerah, (2) Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah 

kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi 

kewenangan daerah. Kapasitas pemerintah daerah dicerminkan oleh 

kemampuannya dalam merumuskan kebijakan yang tepat,  memberikan pelayanan 

yang baik dan mensejahterakan rakyat di wilayahnya. Untuk itu pemerintah 

daerah harus didukung aparatur yang disiplin dan berkualitas, manajemen yang 

baik serta keuangan dan sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satu aspek 

yang mendukung kapasitas daerah adalah keuangan daerah. Dengan demikian, 

maka keuangan daerah perlu ditingkatkan kinerjanya. Kinerja keuangan daerah 

dicerminkan oleh kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sumber-sumber 

keuangan daerah sebagai dana untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rutin 

dan pembangunan pemerintah daerah yang berhubungan dengan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 



Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang 

kemudian dijabarkan dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sumber-sumber 

pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, 

pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

Sehubungan dengan pentingnya sumber-sumber keuangan daerah, salah satu 

sumber pembiayaan operasional pembangunan di daerah yang memiliki kontribusi 

yang sangat berarti dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan 

tidak dihasilkan oleh swasta adalah sektor pajak (Suparmoko, 2000:71). Menurut 

Soemitro (2000:8) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.  

 

Dari pengertian pajak diatas membayar pajak merupakan perwujudan dari 

pengabdian dan juga peran serta sebagai warga Negara yang baik untuk secara 

dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan bagi 

pembiayaan Negara dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian pajak 

memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan daerah serta pelaksanaan pembangunan. 

 

Berkaitan dengan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan 

retribusi daerah disebutkan  jenis pajak Kota atau Kabupaten yang terdiri dari: 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 



Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 

Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sedangkan jenis pajak Provinsi 

terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. 

 

Sementara di Provinsi Lampung jenis pajak yang dipungut terdiri atas: 

 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 

2. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Pengambilan atau pemanfaatan air dibawah tanah 

5. Pajak pengambilan atau pemanfaatan air di permukaan 

( Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung) 

 

Dari paparan diatas salah satu pajak yang menjadi andalan atau pajak yang 

potensial dipungut bagi Provinsi Lampung adalah pajak kendaraan bermotor. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor yang 

mendominasi pendapatan asli daerah Provinsi Lampung jika dilihat dari kurun 

waktu tahun 2001-2007 jika dilihat dari proporsinya, rata-rata kotribusi dan 

struktur sektor pajak Provinsi Lampung secara umum berturut-turut terdiri atas: 

 

Tabel 1. Rata-rata Kontribusi dan Struktur Sektor Pajak Provinsi Lampung kurun  

waktu 2004-2007 

No Jenis pajak Rata-rata kontribusi 

% 

1 Bea Balik Kendaraan Bermotor/ BBN-KB 36,74 

2 Pajak Kendaraan Bermotor/PKB 31,55 

3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 30,93 



4 Pajak Pengambilan atau pemanfaatan air dibawah 

tanah 

0,35 

5 Pajak pengambilan atau pemanfaatan air di 

permukaan 

0,43 

Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB) 

merupakan salah satu pajak yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Potensi penerimaan dari PKB tersebut 

merupakan akibat dari semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di 

daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota. Salah 

satu  Kabupaten yang menjadi salah satu bagian dari Provinsi Lampung yang juga 

turut menyumbang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi PAD adalah 

Kabupaten Lampung Utara. Penerimaan PKB yang berasal dari Kabupaten 

Lampung Utara didapat dari wajib pajak yang kendaraannya berasal dari wilayah 

Kabupaten Lampung Utara.  Berikut tabel mengenai realisasi Pajak Kendaraan 

Bermotor per tahun anggaran pada wilayah Kabupaten Lampung Utara: 

 

Tabel 2.  Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Per Tahun Anggaran 

pada Wilayah Kabupaten Lampung Utara 

No Tahun Realisasi 

(Rp) 

% 

1 2005 8.628.882.377 134,17 

2 2006 9.055.044.056 118,66 

3 2007 10.075.624.810 112,58 

4 2008 11.597.429.865 104,66 

5 2009 12.721.590.710 113,45 

  Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

 

 



Berdasarkan Tabel 2 diatas terlihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor 

di wilayah Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan tiap tahunnya itu 

dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2005 

yang hanya berjumlah Rp. 8.628.882.377 meningkat menjadi  Rp. 9.055.044.056 

pada tahun 2007 tetapi fenomena tersebut ternyata diringi jumlah tunggakan yang 

semakin meningkat setiap tahunnya hal itu membuat penerimaan PKB yang 

seharusnya bisa semakin bertambah menjadi tidak bertambah. Meningkatnya 

jumlah tunggakan atau denda pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3. Daftar Jumlah Tunggakan PKB Per Tahun Anggaran pada Wilayah        

     Kabupaten Lampung Utara 

No tahun PKB 

TUNGGAKAN 

(Rp) 

1 2004 123.076.036 

2 2005 153.660.308 

3 2006 173.596.545 

4 2007 349.649.910 

5 2008 153.159.530 

Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

 

 

Dari tabel 3 diatas, terlihat jelas bahwa adanya peningkatan rata-rata jumlah 

tunggakan pajak kendaraan bermotor pada tiap tahun anggaran pada wilayah 

Kabupaten Lampung Utara. Fenomena peningkatan rata-rata jumlah tunggakan 

diatas mengindikasikan masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar 



pajak kendaraan bermotornya sesuai dengan waktu yang tertera pada Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STNK).  

 

Secara teknis Unit kerja instansi yang melayani pembayaran pajak kendaraan 

bermotor adalah Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah 

Satu Atap). Dasar pembentukan SAMSAT  didasari Keputusan Bersama 

Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri No. 

KEP/13/XII/1976 dan KEP.1693/MK/141/1976 dan 331 Tahun 1976, tertanggal 

26 Desember 1976, tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pemda, Komando 

Daerah Kepolisian dan Aparat Depkeu dalam Rangka KATYANMAS 

(Peningkatan Pelayanan Masyarakat) dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi 

kewajibannya di bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), 

serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).. 

 

SAMSAT itu sendiri merupakan suatu  sistem sebagai upaya dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada pemilik kendaraan bermotor 

dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkaitan dengan 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 

Pembentukan SAMSAT dimaksudkan untuk memudahkan wajib pajak  dan untuk 

kelancaran pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta efesiensi biaya yaitu 

menghindarkan wajib pajak atas pengenaan pajak berganda, yaitu pungutan 

(pajak/premi) pada setiap instansi yang terkait. 



 

Secara teknis pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor melibatkan 3 

instansi yang terkait, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, PT.Jasa Raharja (Persero) 

Dan Kepolisian Republik Indonesia. (Sumber: Intsruksi Bersama Menteri 

Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri keuangan dengan No. 

INS/03/M/X/1999, No.29 Tahun 1999 dan No. 6/MK.014/1999)  

 

Dilihat dari maksud dibentuknya Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu 

Atap diatas secara umum sistem pelayanan satu atap ini dibentuk untuk 

memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan, kejelasan, dan kepastian serta 

ketertiban pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang pada 

intinya memberikan pelayanan prima (optimal). Menurut Rasmadi (2007:11) 

pelayanan prima merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membantu masyarakat 

sebagai pelanggan dan dilakukan dengan cara terbaik sehingga kebutuhan mereka 

terpenuhi.  

 

Berdasarkan pengamatan peneliti pelayanan yang diberikan oleh Kantor 

SAMSAT Kotabumi sebagai unit kerja instansi yang memberikan pelayanan 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Lampung Utara 

masih bermasalah terutama pada waktu proses penyelesaian pembayaran pajak 

kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang mencapai 1 jam lebih. Selain waktu 

penyelesain pelayanan, jadwal pelayanan yang diberikan Kantor SAMSAT 

Kotabumi juga masih tidak disiplin dimana petugas SAMSAT telah menutup 

loket sebelum waktu yang sebenarnya telah ditentukan.  

 



Kondisi masyarakat saat ini telah mengalami suatu perkembangan yang dinamis, 

tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, yang merupakan indikasi dari 

“empowering” yang dialami masyarakat (Thoha, 1997:119). Hal ini berarti bahwa 

masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara di 

tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin 

berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. 

Masyarakat semakin kritis dan berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang 

dilakukan oleh pemerintahnya. Dalam kondisi masyarakat seperti ini birokrasi 

publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang  lebih profesional, efektif 

dan efesien, sederhana, terbuka, tepat waktu, responsif dan sekaligus dapat 

membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan 

masyarakat secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi, 1991:213).  

 

Fenomena meningkatnya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di 

wilayah Kabupaten Lampung Utara yang mengindikasikan masih banyaknya 

wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar PKB kendaraannya sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan di STNK kendaraan. Hal tersebut disebabkan oleh 

banyak hal salah satunya adalah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

yang diberikan belum optimal. Oleh karena itu untuk meningkatkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang kendaraannya berasal dari wilayah Kabupaten 

Lampung Utara dalam membayar pajak kendaraannya Kantor SAMSAT 

Kotabumi harus melakukan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Hal itu 

dikuatkan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Ancok (2000) “kepatuhan 

masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabila seluruh aparat 

pemerintah meningkatkan mutu pelayanan”. Dengan adanya upaya untuk 



meningkatkan mutu pelayanan dari aparat diharapkan tingkat kepatuhan wajib 

pajak untuk membayar pajak kendaraannya juga semakin meningkat. 

 

Menyadari fenomena-fenomena diatas aparat SAMSAT khususnya Kantor 

SAMSAT Kotabumi sebagai satu-satunya instansi yang melayani pembayaran 

pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang kendaraannya berasal dari 

wilayah Kabupaten Lampung Utara tentunya harus berusaha meningkatkan 

pelayanan khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor dengan selalu tampil 

menempatkan dirinya secara prima (optimal) sebagai pelayan publik dalam 

melaksanakan tugas pekerjaanya serta profesional dalam melaksanakan 

pengabdiaanya kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat dari slogan Kantor 

SAMSAT Kotabumi yang terpajang pada pintu masuk kantor yang bertuliskan 

“kami memang belum sempurna tetapi kami selalu berusaha” Melihat slogan 

tersebut mengindikasikan bahwa pihak Kantor SAMSAT Kotabumi memiliki 

komitmen untuk meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak. Upaya meningkatkan 

pelayanan bagi masyarakat khususnya wajib pajak salah satunya adalah dalam 

bentuk optimalisasi pelayanan. Optimalisasi itu sendiri secara umum mengandung 

arti sebagai usaha atau upaya pembuatan optimal (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi Kedua: 1989). 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam 

Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap. 

 

B. Perumusan Masalah 

 

 



 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang 

optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam Sistem Administrasi 

Manunggal Di Bawah Satu Atap di Kantor SAMSAT Kotabumi dengan rumusan 

masalah, yaitu: 

 

1. Bagaimanakah optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam 

Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap di Kantor SAMSAT 

Kotabumi Lampung Utara? 

2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Kantor SAMSAT 

Kotabumi Lampung Utara dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan 

bermotor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan optimalisasi pelayanan pajak 

kendaraan bermotor dalam Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah 

Satu Atap di Kantor SAMSAT Kotabumi Lampung Utara. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi 

Kantor SAMSAT Kotabumi Lampung Utara dalam optimalisasi pelayanan 

pajak kendaraan bermotor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara 



yang berkaitan dengan Manajemen Pelayanan Publik, khususnya upaya 

membuat  optimal pelayanan atau meningkatkan mutu pelayanan. 

2.  Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan serta informasi sebagai masukan atau saran yang 

berarti bagi instansi-instansi terkait dalam upaya membuat optimal 

pelayanan atau meningkatkan mutu pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


